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1.

FRESIDEN REPUELIK INDOMNESIA,

bahwsa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, pclaporan,
serta pemantavan  dan evaluasi Dana Desa  yang
bersumber dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Megara, perlu menyesuaikan dan  menyempurnakan
Peraturan Pemernntabh Nomor 60 Tahun 2004 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belania Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pocmerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anpggaran
Pendapatan dan Belanja Negara agar pengelolaan Dana
Desa lebih efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubshan Keduas atas Peraturan Pemerintah
Momor 60 Tahun 2014 tentang - Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara;

Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republbik
Indonesia Tahun 19435,

2. Undanpg-Undang . . .
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2. Undang-Undang Neomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lemmbaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor
5405);

3. Peraturan Pemerintah Nomor &0 Tahun 2014 fentang
Dana Desa vang Bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5558), schagaimana  telah
diubeh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Momor &0 Tahun 2014 tentang Dana Desa vyang
Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
BH, Tambahan Lembaran Negara Eepublilk Indonesia
MNomor 5694,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEREUBAHAN KEDRUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENIDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa vang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 165, Tambahan
Lembaran  MNegara Republik  Indonesia Nomor 5358),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan =

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara
(Lembaran Megara Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor
56%94), diubah schagal berikuat:

1. i Antara . .
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l. D antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1
isatu) angka, vakni angks 1la dan angka 12 Pasal |
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebegai berikuat:

Pasal |

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau vang discbhut
dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyarakat sctompat berdasarkan prakarsa
masyvarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisionsl
vang diakui den dihormati dalam sistem
pemerintahan Megara Kesatuan Republbk Indonesia,

Dana Desa adalah dana wvang bersumber dan

Anggaran Pocndapatan dan Belanja Negara vang
diperuntulkkan bagi Desa vang ditranster melalui

Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah
kabupaten,/kota dan digunakan untuk membiayai.

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayvaan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyvelenggarasn urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat sctompat
dalam sistem  pemerntahan Mepara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang
discbut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
schagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,

Femerintah  Pusat  vang selanjutnya  disebuat
Pemerintah  adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indoncsia schapaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara RHepublik Indonesia
Tahun 1945,

6. Anggaran . . .
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Angpgaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya  disingkat APBN  adalah  rencana
keuangan  tahunan  pemerintahan negara  yang
disetujui eleh Dewan Perwalalan Rakyat.

Transfer ke Dacrah adalah bagian dari belanja
negara dalam rangka mendanai pelaksanaan
desentralisasi fisksl berupa dana perimbangan,
dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disingkat APBD  adalah rencana
keuangan ishunan pemerintahan daerah vang
dibehas dan disetujui bersama olch Pemerintah
Deerah dan Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angparan Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APBDesa adalah  rencana
keuvangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat REUN  adalah  rekening  tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri  Keuangen  selaku  Bendahara Umum
Negars untuk menampung seluruh  penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnyva
disingkat REUD adalah rekening tempat
penvimpanan uang daerah vang  ditentukan
aleh bupati/walikota untok menampung seluruh
penerimaan  daerah dan  membayar  seluruh
pengeluaran dacrah pada bank yvang ditetapkan,
Rekening Kas Desa yang sclanjutnys disinghoat
RKD adalah rekening tempal menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung  sceluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan,

12, Sisa . ..
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12, Bisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan
oleh Pemerintah  kepada kabupaten/kota yang
tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun
anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh
kabupaten /kota kepada Desa yang tidak habes
digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran
dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan
anggaran APBDesza.

13, Menteri  teknis/pimpinan  lembags pemerintah
nonkementerian adalah menteri/ pimpinan lembaga
vang menyvelenggarskan urusan pemerintahan di
bidang terienta.

14, Menteri Keuangan  vang  selanjutnya  disebut
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi
schagal berikut:

Pasal 16

{1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran berjalan.

(2] Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 {ouwjuh) hari kerja
setelah diterima di RKUD. '

(3] Dalam hal bupatifwalikota tidak menyvalurkan Dana
Desa sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Menteri dapat mengenakan sanksi
administratil berupa penundaan  penyaluran  dana
alokasi umum dan/atau dana bagi hasil vang menjadi
hak kabupaten/kota vang bersangkutan.

4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tats cara pengenaarn
sanksi administratifl sebagaimans dimaksud pada ayat
{3} diatur dengan Peraturan Menten.

A, Ketentuan . . .
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3. Ketentuan Pasal 17 dinbah sehingga Pasal 17 berbunyi
schagal benkut:

L}

(4]

(3]

(4

Pasgal 17

Penyvaluran Dana Desa dar REKUN ke RKUD dilakukan
setelah Menteri menerima dari bupatifwahkota:

a. peraturan daersh mengenai APBD kabupaten/kota
tahun berjalan;

b. peraturan  bupati/walikota mengenal fata  cara
pembagian dan penetapan rincian Dana  Desa
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat [B); dan

c. Laporan reahsasi penyaluran dan  konsclidasi
penpggunaan Dana Desa tahap sebelumnyva,

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RED dilakukan
setelah bupatifwalikota menerima darn kepala Desa:

a. Peraturan Desa mengenal APBDesa tahun anggaran
berjalan; dan _

b. laporan realisasi pengpunaan Dana Desa tahap
sebelumnyva.

Dalam  hal Menteri belum menerima dokumen
schagaimana dimaksud pada ayat ({1} atau
bupati/walikota  belum IMETHEIITA dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau

bupatifwalikota mengenskan  sanksi  administratif
berupa penundaan penyvaluran Dana Desa _san}ps_li__“

dengan diterimanya dokumen tersebut.

Ketentuan lebih lanjut meongenai tata cara pengenaan
sanksi administratif _sebagajmana'dimaksud pada ayat
(3] diatur dengan Peraturan Menteri,

4, Ketentuan .
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4. Ketentuan Pasal 24 diubah schingga Pasal 24 berbuny
schagal berikut:

Pasal 24

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan  realisasi
penggunaan Dana Desa kepada bupatifwalikota,

(2] Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi
penyaluran dan konsolidast penggunean Dana Desa
kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur,
menterl yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang dalam negeri, dan menteri vang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

{3} Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat |

(2] disampaikan scbhelum penyvaluran Dana Desa tahap

berikutnya.

(4) Ketenman lebih lanjul mengenai tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, dan
avat [3) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Ketenruan Pasal 25 dihapus.

&, Ketentuan Pasal 26 ayat [2) huruaf d diubah sehingga Pasal
26 berbunyi sebagai berilout:
Paszal 26

(1] Pemerintah melakukan pemeantanan dan evaluasi atas
pengalokasian,  penvaluran, pengpunaan,  dan
pelaporan Dana Desa.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan terhadap:

a. penerbitaty . . .
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a, penerbitgn  peraturan  bupati/waliketa mengenai
tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana
Desa;

b, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RED,

¢, penyampaian laporan realisasi penyaluran dan -

konselidasi pengpunaan Dana Desa; dan .

d. Siza Dana Desa,

{3} Evaluzasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan terhadap:
a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap
Desa oleh kabupaten kota; dan

b. realisasi penggunaan Dana Desa.

{4} Hasil pemantauan dan evaluasi  sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan
kehijaken dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1] Sisa Ddana Desa di RKUD diangparkan kembali oleh
bupati/walikota  dalam  rancangan  APBD  tahun
anggaran berkutnya.

{2} Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) telah
ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut depat disalurkan
mendahulul  penetapan  peraturan daersh  tentang
Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan
bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBRD
dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan dacrah
tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi- pemerintah daerah
vang tidak melakukan Perubahan APBD.

&, Ketenluan . .
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8, Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagal berikut:

Paszal 27

(1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RED lebth dari
30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran
sebelumnya,  bupat]/walikota  memberikan sanksi
administratif kepada Desa yang bersanghutan.

(2] Sanksi administrahf sebagaimana dimaksud pada avat
{1} berupa penundazan penyvaluran Dana Desa tahun
angparan berjalan sebesar Sisa Dana Desa.

(3] Dalam hal pada tahun angparan berjalan masih
terdapat Sisa Dana Desa lebth dari 30% [tga puluh
persen), bupati fwalikola memberikan sanksi
administratifl kepada Desa vang bersangluatan.

4} Sanksi administrat! sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun
berjalan.

{5} Pemotongan penvaluran Dana Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat [#) menjadi dasar Menten
melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk
kabupaten/kota tahun angpgaran berikutnya.

(&) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah  int mulai berlaku pada  tanpgeal
diundangkan. '

Agar . .. |
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Agar  sebap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundanpan Peraturan  Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanpgal 24 Maret 2016
PRESIDEN REPUBLIK [NDONESIA,
tied.
JORO WIDGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONES[A, L

td.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK ITNDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan
Dralarn Megeri dan Otonomi Daeraky,
Deputl Ehdang Hukum dan
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PENJELASAN

ATAS
FPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMORE 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDLUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR &0 TAHUN 2004
TENTANC DANA DESA YANG BERSUMEER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

LNMUM

Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN i antera  lain -
dimaksudkan agar meningkatkan clektifitas dan clisienst penggunaan
Dana Desa dengan memperbaikl tahapan penyaluran Dana Desa
Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan
aspek akuntabilitas, oleh karena ity penyaluran Dana Desa akan
dilakukan berdasarkan kinerja atas penvaluran den penggunaan Dana
Desa tahap sebelumnyva., Dalam rangka mendorong kinerja penyvaluran
dan penggunaan Dana Desa vang telah disalurkan tersebut, mckanisme
pelaporen Dana Desa baik dari Desa ke kabupaten/kKota maupun dari
kabupaten/kota ke Pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan
tersebut dibual sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Dalam perubahan ini, juga diatur mengenai Sisa Dana Desa baik di RKUL
maupn RKD. Pengaturan Sisa Dana Desa, Rhususnya di RKUD,
dimaksudkan agar Sisa Dana Desa dapat digunakan lebih {leksibel tanpa
harus melalui perubahan AFPBD,

. PABAL DEMI PASAL

Pasall

Angka 1
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 .
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Anglea 2
Paszel 16
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 4
FPasal 24

Ayat (L)
Penyampaian  laporan  kepala  Desa kepada
bupati fwalikote dikeordinasikan oleh camat setempat.

Avat {2] |
Yang  dimaksud  dengan ‘laporan konsalidast
penggunaan’ adalah laporan pabungan atas realisasi
pengpunaan Dana Desa dari seluruh Desa di wilavah di
kabupaten, kota.

Avat [3)
Culkup jelas.

Avat [4)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 25
Dihapus.

Angka &
Pasal 26
Cukiup jelas.

Angka 7
Pasal 264
Culoup jelas.

Angka 8
Pasal 27
Cukup jelas,

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5864



